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BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATi KARO
NOMOR O 1 TAHUN 202 1

TENTANG

PtrNJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa dalam meiaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Nomor 01 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan clan Betanja
Daerah rahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan peraturan Bupati
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2L sebagai landasan operasional peiaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A2l;

1, uneiang-undang Drt Nomor v rahun 19s6 tentang pembentukan
Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor LO92l;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oa} Nomor 47,
Tambahan Lemkraran Negara Republik Indonesia Nomor a286|;

3. undang-undang Nomor 25 Tahun zoa4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ao4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4427];

4. undang-undang Nomor 1 Tahun zoo4 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a35si;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa?l;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AO4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahal Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OA4 Nomor lZG,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 44381;

7. undang-Undang Nomor 28 Tahun 2aag tentang Pqjak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun
2OOq Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

8. Undang-Undang...
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8. Undang-undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2al1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor s2341, sebagaimana telah diubah
dengan undang-undang Nomor I5 Tahun 2arc tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PernLrentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik
indonesia Tahun 2aL9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 6398);

9. undang-undang Nomor 2s rahun 2aM tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undang-undang Nornor i i rahun 2o2o tentang cipta rerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2o Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. undang-undang Nomor 2 Tahun zo2o tentang penetapal
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun
2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi corona virus &'sease 2o1g
(covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2o2o Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 6516);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepara Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 21o, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aA2$;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200s tentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan umum sebagaimana telah diubah
d,engan Peraturan Pemerintah Republik Indor:esia nomor 74 Tahun
2ol2 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2oos tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2aL2 Nomor lrl,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0i;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oos rentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara RepuLrlik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);

14" Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2ooz tentang laparan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewaa
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun zaar Nomor 19,
Tambahan Lemtraran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4693);

i 5. Peraturan Pemerintah...
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta Kedudukan keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2s, iambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

16.Peraturan Pemerintah Nomor T7 Tahun 2o1o tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan LemLraran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2aw tentang pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zorr Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 6o4ii;

18. Peraturan Pemerintah Nomor i8 Tahun 2au tentang Hak
Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 60571;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun za]9 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2419 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun zoor tentang
Tata cara Bvaluasi Rancangan peraturan daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah dan Rancangan peraturan Kepala
Daerah tent-ang Penjabar:an Anggaran pend"apatan d"an Beianja
Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Negeri Nomor 16 Tahun
2011 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLI Nomor 525);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2oll tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosiai yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 99 Tahun 2ol9 tentang perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201 1 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2ol2 Tentang
Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2An Nomor TS4];

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8o Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 lr(omor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor l2o rahun 2o18
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik indonesia Tahun 20i8 Nomor l5T\;

24. Peraturan Menteri...
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24.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2ot7 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana operaional (berita negara Republik
Indonesia Tahun 2077 Nomor fi67);

25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2o2o tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O2O Nomor 888);

26.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 3s rahun 2006 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2OO5 Nomor 34);

2T.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor Tahun 2o2o tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anglaran 2o2L
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun ZA2O Nomor );

ME}{UTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengal:
1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Bupati adalah Bupati Karo.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat ApBD adalah
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.

4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keiuar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggarari bei:kenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atav

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

9. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah
untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

i0. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun
nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

11. Dana Bagi Hasil yang selanjiltnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari
pendapatan tertentu APBN yang diaiokasikan kepada Daerah penghasil
berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan
kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adatah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi-

13. Dana Alokasi...
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13. Dana Alokasi Khusus yarrg selanjutnya disingkat DAK adalah d.ana yang bersumber
dari pendapalan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertenttr- dengan tujuanuntuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakai Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

14. Belanja Daerah adalah semua kewqjiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan Lrersih dalam periode tahun anggaran berkenaan

15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selary'utnya disebut SiLPA adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode
aJlggaran.

16. Peraturan Kepala Daerah yang seianjutnya disebut Perkada adaiah peraturan
Bupati Karo"

17. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pernerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusarl pemerintrh"" yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang seianjutnya
disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD
atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Sfpn yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggarar oleh pengguna anggaran.

19. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan keq'a
perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengeiolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan oaeratr pada
umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2O2t direncanakan sebesar
Rp.1.363.562.333.906,O0 (Satu Triiiun Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miiiar Lima Ratus
Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ritru Semlrilan Ratus Enam Rupiah)
yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(l)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 3 huruf a
direncanakan sebesar Rp 102.340.958.274 {seratus Dua Miliar Tiga Ratus Empat
Puluh Juta Sembiian Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puiuh Empat
Rupiah), yang terdiri atas:
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengeloiaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
d. Lain-lain pendapatan asii daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.4I.796.170.300,00,00 (Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembiian Puluh
Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah);

(3) Retribusi Daerah...
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{3i Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.10.577.957.450,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus
Lima Puiuh rujuh Ribu Bmpat Ratus Lima puluh Rupiah);

(a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat i1) huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah);

i5) Lain-lai.n pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada arvat (1i
huruf d direncanakan sebesar Rp 48.026.830.524,00 (Empat puluh Delapan- Mili;
Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Dua puiuh Empat
Rupiah).

Pasai 5

(1) Anggaran pqiak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakal
sebesar Rp.41.796.170.300,00 (Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas:a. PEak Hotel;
b. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Parkir;
g. Pajak Air Tanah;
h. P{ak Mineral Logam dan Batuan;
i. Pqjak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan; danj. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakaa sebesar
Rp.6.954.809.900,00 (Enarn Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh trmpat Juta Delapan
Ratus Sembilan Ribu Semkrilan Ratus Rupiahj;

{31 Pajak Restoran dan Sejenisnya sebngaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 3.775.000.000,00 (Tiga Miliar TuJuh Raius Tujuh puluh
Lima Juta Rupiah);

(a) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.3.774.245.300,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh trmpat Juta Dua Ratus
Epat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah);

(5i Pajak Reklame sebagaimana ciimaksuci paria ayar ii) hurul d direncanakan sebesar
Rp.360.000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);

(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.13.289.000.00O (Tiga Belas Mitiar Dua Ratus Delapan Puiuh Sembiian
Juta Rupiah);

(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

i8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf g direncanakan sebesar
Rp.2.916.630.000,0O (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Tiga
Puluh Ribu Rupiah);

(9i PAlak Mineral Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp 993.984.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta
Sembilan Ratus Deiapan Puluh Empat Ribu Rupiah);

(1O) Pqjak Pqjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagairnana
dirnaksud pada ayat {1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6.159.592.OOO,00 (Enam
Miiiar Seratus Lirna Puiuh Sembilan Juta Lima Ratus Sembiian Puluh Tujuh Ribu
Enam Ratus Rupiah); dan

{i1) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
huruf j direncanakan sebesar Rp 3.472.903.500 (Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh
Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 6...
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Pasal 6

(1) Anggaran PAlak Hotel setragaimana dimaksud dalam Pasal S ayat iU huruf a
direncanakan sebesar Rp 6.954.809.900,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Lima puluh
Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:a. Pqiak Hotel;
b,. Pajak Losmen.

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a direncanakan sebesar
Rp.6.927.609.900,00 (Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puiuh Tujuh Juta Enam
Ratus SemLriian Ribu Sernbilan Ratus Rupiah).

(3) Pqiak Losmen sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.27.2o0.000,00 (Dua Puluh rujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah].

Pasal 7

(1) Anggaran Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasai 5 ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp 3.775.000.000,00 (Tiga h4iliar Tujuh Ratus
Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas :

a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya; dan
c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya.

(2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a
direncanakan sebesar Rp 2.862.000.000,00 (Dua Miliar Deiapan Ratus Enam Puiuh
Dua Juta Rupiah);

(3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 764.500.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah);

(4) P4iak Pqlak Kafetaria clan Sejenisnya selragatnana dimaksud, pad,a ayat (1i huruf b
direncanakan sebesar Rp 14B.5O0.0OO,0O (seratus Empat Puiuh Delapan Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah).

Pasal B

(1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
dircncanakan sebesar Rp 3.774.245.300,00 {Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh
Bmpat Juta Dua Ratus Epat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang terdiri atas :

a. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
b. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).

(2) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Perrnainan Ketangkasan setragairnana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.753.245.300,00 (Tiga
Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga
Ratus Rupiah);

(3) Pqiak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran {Fitness Center}
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.21.000.000,O0 (Dua Puluh Satu Juta Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 5 ayat i1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 360,000.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah),
merupakan Pqjak Reklame Papan / Billboard/ Videotron / Megatron.

Pasai 1O"..
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Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud da-lam pasal 5 ayat (1)
huruf e direncanakan setresar Rp 13.289"000.000 (Tiga Belas Miiiar Dua Ratus
Deiapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) merupakan Pajak Penerangan Jalan Sumber
Lain.

Pasal 1 1

Anggaran Pqlak Parkir selragaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (U huruf f
direncanakan sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) mirupakan pajak
Parkir.

Pasal i2

Anggaran Pajak Air Talah sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l S ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp 2.916.630.000,00 (Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Belas
Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) merupakan Pajak Air Tanah.

Pasal 13

{1} Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat {1J huruf h direncanakan sebesar Rp 993.984.000,00 (Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Bmpat Ribu Rupiahi yang
terdiri atas :

a. Pajak Batu Kapur;
b. Pajak Dolomit;
c. Pajak Pasir dan Kerikil; dan
d. Pdak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya.

(2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.31.168.000,00 (Tiga Puiuh Satu Juta Seratus Enam Pu;uh Delapan Ribu Rupiah);

(3i Pajak Doiomit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.124.416.000,00 (Seratus Dua Puluh Bmpat Juta Empat Ratus Enam Beias Ribu
Rupiah);

(a) Pqiak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf c direncanakan
sebesar Rp 527.360.000,0O (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam
Puluh Ribu Rupiahi;

(5) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp 311.040.000,00 {Tiga Ratus Sebelas Juta Empat
Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pqiak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 6. 159.597.600,00
(Bnam Miliar Seratus Lima Puiuh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh
Ribu Enam Ratus Rupiah) merupakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan.

Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (i) huruf j direncanakan sebesar Rp 3.472.903.500 {Tiga Miliar
Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembiian Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)
merupakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-

Pasal 16...
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Pasal 16

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b
direncanakan sebesar Rp 10.517.957.450,00 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Belas
Juta Sembiian Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu trmpat Ratus Lima puluh Rupiatrl, yang
terdiri atas:
a. RetriLrusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha;
c. Retribusi Perizinan Tertentu;

{2} Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan
sebesar Rp.6.116.069.500,00 (Enam Miliar Seratus Enam Belas Juta Enam puluh
Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
setresar Rp.3.542.587,950,- fTiga Miiiar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima
Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Sernbilan Ratus Lima Puluh Rupaih);

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncaaakan sebesar Rp 859.300.000,- (Delapan Ratus LIma Puluh Sembilan Juta
Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 17

{li Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal lG huruf a
direncanakan sebesar Rp 6.116.069.500,00 {Enam ilAiliar Seratus Enam Belas Juta
Enam Puluh sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah), yang terdiri atas :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Lr" Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
c. Retribusi Peiayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat;
d. Retribusi Penyediaan Pelayanan parkir di repi Jalan umum;
e. Retribusi Pelayanan Pasar;
f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotal Kakus; dan
h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

(2i Retribusi Peiayanan Kesehatan sekragaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 1.816.260.500,- {Satu Miliar Delapan Ratus Enam Belas
Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat i1)huruf Lr direncanakan sebesar Rp 1.242.357.000,- {Satu Triliun Dua Ratus Empat
Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima puluh Tujuh Ribu Ruiah);

(a) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.525.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Dua
Puluh Lima Ribu Rupiah);

(5) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar R-p 628.776.000,- {Enam Ratus Dr-ra
Puluh Deiapan Juta Tujuh Ratus Tujuh puluh Enam Ribu Rupiah);

{6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp I.982.334.000,- isatu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta
Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

{7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf
f direncanakan sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Beias Juta Rupiah);

(8) Retribusi Pen3rediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat
i1i huruf g direncanakan sebesar Rp 24.817.OOO,- {Dua Puluh Empat Juta Delapal
Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

(9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana
din-iaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 4OO.O00.0O0,- (Empat
Ratus Juta Rupiah).

Pasal i8"..
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Pasal 18

(1) Anggatan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1T ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp 1.816.260.500,- (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Belas
Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) yang terdiri atas :

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas;
b. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah;

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat {1)huruf a direncanakan sebesar Rp 1.776.26A.500,- (Satu Miliar Tujuh ratus Tujuh
Puluh Enarn Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

{3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf b direncanakan sebesar Rp 40.000.000,- (Empat Puluh
Juta Rupiah).

Pasal 19

{1} Anggaran Retribusi Peiayanan Pasar sebagaimana dimaksud. d.alam pasal t7 ayat {L)huruf e direncanakan sebesar Rp 1.982.334.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus
Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) yang terdiri atas:
a. Retribusi Pelataran;
b. Retribusi Los; dan
c. Retribusi Kios.

(2) Retribusi Pelataran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.418.686.000,- (Empat Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Delapan
Puluh Enam Ribu Rupiah);

(3) Retribusi Los sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf b direncanakan sebesar
Rp.563.648.000- (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat puluh
Delapan Ribu Rupiah);

(ai Retribusi Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Pasal 2O

(1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasai 16 huruf b
direncanakan sehesar Rp 3.542.587.950,- (Tiga Miliar Lima Ratus Empat puiuh Dua
Juta Lima Ratus Delapan Puiuh Tu";'uh RiLru Sembilan Ratus Lima Puluh Rupaihi
yang terdiri dari:
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Ternpat Peleiangan;
c. Retribusi Terminal;
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1i huruf a
direncanakan sebesar Rp 8a6.895.100,- (Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta
Delapan ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah);

(3) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
direncanakan sehesar Rp 63.0oo.00o,- (Enam puluh Tiga Juta Rupiah);

i4) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat i1] huiuf c direncanakan
sebesar Rp.284.700.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu
Rupiah);

(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf d
direncanakan sebesar Rp 104.457.600,- {Seratus Empat Juta Empat Ratus Lima
Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah);

(6) Retribusi Rumah...
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{6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf e

direncanakan sebesar Rp 245.831.250,- (Dua Ratus Bmpat Puluh Lima Juta Delapan
Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

{7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf f
direncanakan sebesar Rp 1.883.404.000,- (Satu Miliar Deiapan Ratus Deiapan Puluh
Tiga Juta Empat Ratus Empat Ribu Rupiah);

{8} Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
huruf g direncanakan sebesar Rp 114.300.000,- (Seratus Empat Belas Juta Tiga
Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 2 1

(1) Anggaran Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada a.rrat (1) huruf a
d.irencanakan sebesar Rp 846.895.100,- (Deiapan Ratus Empat Puluh Enam Juta
Deiapan ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) yang terdiri atas :

a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
b. Retribusi Pemakaian Ruangan; dan
c. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor

(2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp 322.094.100,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta
Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiahi;

{3) Retribusi Pemakaian Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 74.801.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Satu
RiLru Rupiahi;

(a) Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp a50.000.000,- {trmpat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasai 22

(1) Anggaran retribusi perijinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c

direncanakan sebesar Rp 859.300.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta
Tiga Ratus Ribu Rupiahi yang terdiri dari:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

(2i Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagairnana dimaksud pada ayat {i} huruf a
direncanakan sebesar Rp 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

(3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a direncanakan sebesar Rp 109.300.000,- (Seratus
Sembiian Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasai 23

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

Pasal 24

{1) Lain-iain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah seLragaimana dimaksud pada Pasal 4

huruf d direncanakan sebesar Rp 48.026.830.524,00 (trmpat Puluh Delapan Miliar
Dua Puiuh Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puiuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Ernpat
Rupiah) yang terdiri dari :

a. Jasa Giro;
b. Pendapatan Bunga;
c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Peiaksanaan Peke{aan;
d. Pendapatan dari Pengembalian;

e. Pendapatan BLUD.-.
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e. Pendapatan BLUD;
f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat pertama (FKTp); dan
g. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

{2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada Pasal t huruf a direncanakan sebesar
Rp"6.500.000.000,- (Enam Miliar Lima Ratus Juta Rupiahr);

{3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada pasat t huruf b direncanakan
sebesar Rp.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah);

(4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan pekedaan sebagaimana
dimaksud pada Pasal t huruf c direncanakan sebesar Rp 500.0OO.OOO,- (Lima Ratus
Juta Rupiah);

(5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal t huruf d
direncanakan sebesar Rp 55a.5423AA,- {Lima Ratus Lima puluh Empat Juta Lima
Ratus Empat Puiuh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah);

(6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasai t huruf e direncanaka,
sebesar Rp.23.076.255.224,- (Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Puiuh Enam Juta Dua
Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua puluh Empat Rupiah);

(7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional UKN) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama {FKTP) sebagaimana dimaksud pada'pasal t huruf f
direncanakan sebesar Rp.13.366.033.000,- {Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam puluh
Enam Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah);

(8) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada pasal i
huruf g direncanakan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Pasal 25

(1) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasa-l 24 huruf d sebesar
Rp-55a.542.300,- (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat puluh Dua
Ribu Tiga Ratus Rupia) yang terdiri dari :

a. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan pinas;

(2) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan 'lunjangan
sebagaimana dimaksud pada Pasal t huruf a sebesar Rp 544.5+2.3O0,- ilima Ratus
Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus trmpat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah);

(3) Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada Pasai t huruf b sebesar Rp 1O.0OO.OOO,- iSepuluh Juta nupiah);

Pasa_l 26

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b
direncanakan sebesar Rp 1.208.905.575.632,- {Satu Triliun Dua Ratus Deiapan A{iliar
Sembilan Ratus Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga
Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah pusat; dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada pasal t huruf a
sebesar Rp 1.176.736.942.AAA,- (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Enam Miliar
Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada pasai t huruf b
sebesar Rp.32.168.633.632,- (Tiga Putuh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Deiapan
Enam Ratus Tiga Puluh riga Ribu Enam Ratus Tiga puluh Dua Rupiah).

Pasal 27.."
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Pasal 27

{1} Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sehiagaimana dimaksud pada pasal 26 huruf a
sebesar Rp 1.176.736.942.000,- (Satu Triliun Seratus Tujuir puluh Enam Miiiar
Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)
yang terdiri dari :

a. Dana Perimbangan;
b. Dana Insentif Daerah; dan
c. Dana Desa.

{2} Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a sebesar
Rp.957.576.645.A00,- {Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Tujuh
Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat puiuh Lima Ribu Rupiah);

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar
Rp.20.751.024.000,- {Dua Puluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua
Puiuh Bmpat Ribu RupiahJ;

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar
Rp.198.aO9.273.OOA,- {Seratus Sernbilan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus
Sembilan Juta Dua Ratris Tujuh puluh Tiga Ribu Rupiah);

Pasal 28

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2T huruf a sebesar
Rp.957.576.645.A00,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh h{itiar Lima Ratus Tujuh
Puiuh Enam Juta Enam Ratus Bmpat Puluh Lima Ribu Rupiahi yang terdiri dari :

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
b. DAU;
c. Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
d. Dana Aiokasi Khusus Non Fisik;

{2} Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH} sebagaimana dimaksud pada ayat {1}huruf a sebesar Rp 5.180.877.000,- (Lima Miliar Seratus Delapan Puluh iuta netapan
Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

(3i DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 701.6A0.424.000,-
iTujuh Ratus Satu Miliar Enam Ratus Bnam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat
Ribu Rupiah);

(4) Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar
Rp.54.227.751.OOO,- (Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta
Tujuh Ratus Lirna Puluh Satu Ribu Rupiah);

(5) Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1i huruf d sebesar
Rp.489.559.000,- (trmpat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima
Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Pasal 29

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
direncanakan sebesar Rp 52.315.800.00O,- (Lima Puluh Dua Mitiar Tiga Ratus Lima
Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 3O

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l direncanakan sebesar
Rp"1.363.562.333.905,00 (Satu Triliun Ti.ga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima
Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puiuh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam
Rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi...
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a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 3 1

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud daiam pasal 30 huruf a
direncanakan sebesar Rp 9a8.514.455.125,00 (Sembilan Ratus Ernpat puluh Delapan
Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Bmpat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Dua
Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja pegawai;
b. Belanja barang dan jasa;
c. Belanja hibah; dan
d. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp.639'228.076.631,00 iEnam Ratus Tiga Puluh Sembiian Miliar Dua Ratus Dua
Puluh Delapan Juta Tujuh Puiuh Enam Ribu Enam Ratus Tiga puluh Satu Rupiah);

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ft1 huruf b direncanakan
sebesar Rp 253.772.005.618,00 (Dua Ratus Lima puluh iiga Miliar Tujuh Ratus
Tujuh Puluh Dua Juta Lima RiLru Enam Ratus Delapan Belas Rupiah);

(a) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat [t1 huruf e direncanakan sebesar
Rp-53.774.722-876,00 (Lima Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh puluh Empat Juta
Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh puluh -grr** 

Rupiah);
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan

sebesar Rp.1 .732.90A.000,00 (Satu Miliar Tujutr Ratus Tiga Puiuh Dua Juta Sembilan
Ratus Ribu RupiahJ.

Pasal 32

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud daiam pasal 31 ayat {i} huruf a
direncanakan sebesar Rp 639.539.544.799,00 (Enam Ratus Tiga puiuh 'sembilan
Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu
Tujuh Ratus sembilan puluh sembilan Rupiah), yang terdiri atas:a. Belanja Gaji dal Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan penghasilan ASN;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;d. Belanja Ga,ji dan Tunjangan DpRD;
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
f. Belanja Penerimaan Lainnya pimpinan DpRD serta KDHIWKDH.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 414.258.952.218,00 {Empat Ratus Empat gelas Miliar Dua
Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus
Delapan Belas Rupiah);

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b
direncanakan sebesar Rp 112.604.774.657,00 {seratus Dua Belas Miliar Enam Ratus
Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lirna puluh Tujuh
Rupiah);

(4)Tamtrahan Penghasiian berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp'94.493.973.730,00 (Sebilan Puluh Empat Mitiar Empat Ratus Sembilan puluh Tiga
Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah);

{5) Belanja Gqii dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 6ty huruf d
direncanakal sebesar Rp 16.745.670.450,00 (Enam Belas Miliar Tujuh ratus Empat
Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Lima puluh Rupiah)i

(6) Belanja Gqji...
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(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat{1} huruf
e direncanakan sebesar Rp 427.390.576,00 (Empat Ratus Dua Pulufr rujuh Juta Tiga
Ratus sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh puluh Enam Rupiah);

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHIWKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 69t.OOO.OOO (Enam Ratus
Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 33

{1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada pasal Z2 ayat {1} huruf
a direncanakan sebesar Rp 414.258.952.218,00 iEmpat Ratus Empat 

-gelas 
Miliar

Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima pulutr Dua Ribu Dua
Ratus Delapan Belas Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Gqji Pokok ASN;
b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
g. Beianja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
h. Belanja Pembulatar G4ii ASN;
i. Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN;j. Belaaja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
k. Belanja iuran Jaminan Kematian ASN;

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana climaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan
sebesar Rp 309.711.009.362,- (Tiga Ratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sebelas Juta
Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah);

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b
direncanakan sebesar Rp 31.845.551.886,- (Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus
Empat Puiuh Lima Juta Lima Ratus Lima Puiuh Satu Ribu Delapan Ratus Delapal
Puluh Enam Rupiah);

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 8.454.378.567,- (Delapan Miliar Empat Ratus Lima puluh
Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puiuh Delapan Ribu Lima Ratus Enam puluh Tujuh
Rupiah);

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (ii huruf d
direncanakan sebesar Rp 23. 149.270.250,- {Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Empat
Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puiuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah
Rupiah);

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 2.836.691.423,- (Dua Miliar Delapan Ratus Tiga
Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembiian Puluh Satu RiLru Empat Ratus Dua puluh
Tiga Rupiah);

(7) Beianja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf f
direncanakan sebesar Rp 17.293.864.370,- (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Sembiian
Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh
Rupiah);

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
huruf g direncanakan sebesar Rp 988.692.935,- (Sembilan Ratus Delapan Puluh
Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puiuh
Lima Rupiah);

(9) Belanja Pembulatan GEi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf h
direncanakan sebesar Rp 7.19E.q28,- (Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan
Ribu Sembilan Ratus Dua Puiuh Delapan Rupiah);

(1O) Belanja luran...
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(i0) Belan3a Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf idirencan"k*l _sebesar Rp 16.496.919.417,- (Enam Belas nnfi.. "nmpat 
Ratus

Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembitan Belas Ribu Empat Ratus Tujuh
Belas Rupiah);

[11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat {1}huruf j direncanakan sebesar Rp 809"811.802,- lnelapan Ratus Sembilan Juta
Delapan Ratus sebelas Ribu Delapan Ratus Dua Rupiurr)t 

-

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf k
direncanakan sebesar Rp 2.565.29O.817,- (Dua Miliar Enam Ratus Enam puluh Lima
Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah);

Pasal 34

(1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp L12.6o4.774.657,oo (seratus Dua Belas Miliar
Enam Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima
Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari :

a. TamLrahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
b. Tambahan Penghasiian berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Asm;
d' Tarnbahan Penghasilan berdasarkan Keiangkaan Profesi ASN; dane. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi Kerja ASN;

(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja eSN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 15.250.300.136,- (Lima Belas Miliar Dua
Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Ribu Seratus Tiga Puluh Bnam Rupiah);

(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Beriugas ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 14.528.697.399,- (bmpat Belas Miliar
Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan puiuh Tujuh Ribu Tiga
Ratus Sembilan Puiuh Sembilan Rupiah);

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 3.639.600.000,- ltiga Miliar Enam Ratus
?iga Puluh Sembilan Juta Bnam Ratus Ribu Rupiah);

(5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.836.800.000,- lsatu Miliar Delapan
Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiahi;

(6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf a direncanakan sebesar Rp 77.349"377.122,- (Tujuh puluh ?ujuh Miiiar
Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus
Dua Puluh Dua Rupiah);

Pasal 35

(1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
sebagaimana dimaksud pada Pasa-l 32 ayat t1) huruf c direncanakarr sebesar
Rp.94.493.973.730,00 (sebiian Puiuh Bmpat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga
Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) yarr
terdiri dari :

a. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan pajak Daerah;
b. Belanja bagi AsN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c. Belanja Tunjangan Profesi Guru {TpC) pNSD;
d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru pNSD;
f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
g. Beianja Honorarium; dan
h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;

(2) Belanja Insentif...
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(2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.24O.BA4.A4B,: (Satu Miliar Dua
Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat niUu Tiga Ratus
Empat Puluh Tiga Rupiah);

(3) BelartJa bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1i huruf b direncanakan sebesar Rp 430.885.328,- lbmpat Ratus ?iga
Puluh Juta Delapan Ratus Deiapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua puluh Deiapan
Rupiah);

(ai Beianja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp 82.839.925.00b,- (Delapan puluh Dua Miliar
Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu
Rupiah);

{5} Belanja Tunjangan Khusus Guru {TKGi PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat {1}huruf d direncanakan sebesar Rp 2.398.1i8.000,- [Dua Miliar Tiga Raius Sembilan
Puluh Deiapal Juta seratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

(6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD iebagaimana dimaksud pada
ayat {1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.195.800.000,- (Satu Mitiar Seratus
Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

(7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp 488.484.000,- (Bmpat Ratus Delapan putufr nelapan
Juta Bmpat Ratus Delapan puluh Empat Ribu Rupiah);

(8i Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1i huruf g direncanakan
sebesar Rp 5.466 .427.O59,- (Lima Miiiar Empat Ratus Enam Puiuh Enam Juta Empat
Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima puluh sembilan Rupiah);

(9) Belanja Jasa Pengeiolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp 433.450.000,- (Empat Ratus Tiga puiufr tiga ;uta Ernpat
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiahi;

Pasal 36

(1) Belanja Gqii dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp i6.745.670.450,00 (Enam Beias Miiiar Tujuh ratus
Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu trmpat Ratus Lima puluh
Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belary'a Uang Representasi DpRD;
b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
d. Beianja Uang Paket DPRD;
e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DpRD;
g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
h. Belanja Tunjangan Reses DpRD;
i. Belanja Pembebanan PPh kepada pimpinan dan Anggota DpRD;j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan Anggota DpRD;
k. Belanja Tunjangan Transportasi DpRD; dan
l. Beianja Uang Jasa Pengabdian DPRD;

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 782.A40.000,- {Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta
Empat Puiuh Ribu Rupiah);

(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 117.251.200,- (Seratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Lima
Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);

(a) Beianja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 119.768.800,- (seratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus
Enam Puluh Deiapan Ribu Delapan Ratus Rupiah);

(5) Belanja Uang...
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(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf d
direncanakan sebesar Rp 78.204.000,- (Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat
Ribu Rupiah);

(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp i.133.958.000,- (Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta
Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiahi;

(7i Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp 183.948.450,- (seratus Delapan Puluh Tiga Juta
Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah);

(8i Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 4.410.000.000,- {Empat
Miliar Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiahi;

(9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf h
direncanakan sebesar Rp 1.102.500.000,- (Satu Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus
Ribu Rupiah);

(10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 30.O00.0OO,- (Tiga Puluh
Juta Rupiah);

(11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat {1i huruf j direncanakan sebesar Rp 3.544.000.000,- {Tiga Miliar
Lima Ratus Empat Puiuh Empat Juta Rupiah);

(12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp 5.184.000.000,- (Lima Miliar Seratus Delapan Puiuh Empat
Juta Rupiah);

(i3) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1

direncanakan sebesar Rp 60.0O0.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

Pasal 37

(i) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp 427.390.576,00 (Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga
Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Bnam Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
b. Belanja Tunjangar Keiuarga KDH/WKDH;
c. Beianja Tunjangan Jabatan KDHIWKDH;
d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
f. Belanja Pembuiatan G4ii KDH/WKDH;
g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/\MI{DH;
h. Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
i. Belanja iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
j. Belalja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi

KDH/1VKDH;
(2) Belanja Gdi Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp 58.763.292,- {Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus enam
Puiuh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);

(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp 4.429 "838,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Furluh
Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah);

(a) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c direncanakan sebesar Rp 106.858.836,- (Seratus Enam Juta Delapan Ratus Lima
Puluh Deiapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);

(5) Beianja Tunjangan. . .



19

(5) Belanja Tunjangan Beras KDHIWKDH sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 6.676.516,- (Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam
Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah);

(6) Belanja Tunja-trgan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat {1i huruf e direncanakan sebesar Rp 1.533.826,- (Satu Juta Lima Ratus
Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah);

{7} Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf f
direncanakan sebesar Rp 10.500,- (Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/\MKDH sebagaimana dimaksud
ayat {1} huruf g direncanakan sebesa-r Rp 3.62a.964,- (Tiga Juta Enam Ratus
Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);

(9) Belanja lura:r Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp L2A.876,- (Seratus Dua Puluh
Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);

(10) Belanja iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i direncanakan sebesar Rp 362.642,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam
Ratus Empat Puluh Dua Rupiah);

{11i Belanja Insentif bagi KDHIWKDH atas Pemungutan Pqiak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (li huruf j direncanakan sebesar Rp 184.474.172,- (Seratus
Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh
Puluh Dua Rupiah);

(12) Belaaja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp.60.535" 114,- (Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Empat
Beias Rupiah);

Pasal 38

{1} Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 691.600.000 (Enam Ratus
Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
b. Belanja Dana Operasionai KDHIWKDH;

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 201.600.000,- (Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus
Ribu Rupiah);

(3) Beianja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat {1i huruf b
direncanakan sebesar Rp 490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Pasai 39

(i) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 253.772.OO5.618,00 {Dua Ratus Lima Puluh Tiga
Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lirna Ribu Enam Ratus Delapan Belas
Rupiah) yan terdiri dari :

a. Belanja Barang;
b. Beianja Jasa;
c. Belanja Pemeliharaan;
d. Belana Perjalanan Dinas;
e. Beianja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak

Lain/Masyarakat;
(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1i huruf a direncanakan sebesar

Rp. a6.029.708.891,- (Empat Puluh Enam Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh
Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupi.ahi;

(3) Belanja Jasa...

pada
Dua

pada
Ribu
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(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp.112.287.423.921,- (seratus Dua Belas Miliar Dua Ratus Delapan puluh Tujuh
Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembiian Ratus Dua Puluh batu Rupiah);

{a) Belanja Pemeiiharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp 55'9a4.400.507 ,- (Lima Puluh Lima Miliar 

-SemUitan 
Ratus Empat puluh

Empat Juta Empat Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah);
{5) Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan

sebesar Rp 36.976.L82.999,- (Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh puluh
Enarn Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembiian Ratus Sembilan puluh
Sembilan Rupiah);

(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada pihak Ketiga/pihak
Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp 2.533.905.000,- {Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus
Lima Ribu Rupiah);

Pasal 40

(1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp. 46.029.7A8.891,- (Empat Puluh Enam Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh
Ratus Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Barang Pakai Habis;
b. Belanja Barang Tak Habis pakai;

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 45.928.232.891,- (Bmpat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus
Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Deiapan Ratus Sembilan
Puluh Satu Rupiahi;

(3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 101.476.000,- (Seratus Satu Juta Empat Ratus Tujuh
Puluh Enam Ribu Rupiah);

Pasal 41

(1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat {1} huruf b direncanakan
sebesar Rp. 112.287.423.921,- (Seratus Dua Beias Miiiar Dua Ratus Delapan puluh
Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu
Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Jasa Kantor;
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
c. Belanja Sewa Tanah;
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
f. Beianja Sewa Aset Tetap Lainnya;
g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan

Pelatihan;
(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp 90.875.473.587,- {Sembilan Puluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Puiuh
Lima Juta trmpat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh
Rupiah);

(3) Belanja luran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b
direncanakan sebesar Rp 10.155.373.492,- (Sepuluh Miliar Seratus Lima Puluh Lima
JutaTiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu trmpat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah);

{ai Belanja Sewa...
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(a) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp 251.700.000,- (Dua Ratus Lima Putuh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu
Rupiah);

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 1.237.894.315,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga puiuh Tujuh
Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiahi;

(6i Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimrrra di*aksud pada ayat 1l) huruf e
direncanakan sebesar Rp 1.035.608.000,- (Satu Miliar Tiga Puluh Lima iuta Enam
Ratus Delapan Ribu Rupiah);

(71 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf f
direncanakan sebesar Rp 40.317.850,- (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Belas
Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah);

(B) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp 3.a93.391.571,- {Tiga Miliar Empat Ratus SemLrilan pulu[
Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh puluh Satu
Rupiah);

(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
h direncanakan sebesar Rp 1.530.123.706,- (Satu Miliar Lima Ratus Tiga fuiuh Juta
Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah);

{10i Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta pendidikan dan
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf i direncanakan sebesar
Rp'3.667.541.400,- (Tiga Miliar Bnam Ratus Enam Puiuh Tujuh Juta Lima Ratus
Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);

Pasal 42

(1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 55,944.400.507,- {Lima Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus
Empat Puluh Bmpat Juta Empat Ratus Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah) yang terdiri
dari :

a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
b. Belanja Pemeiiharaan Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringaa, dan irigasi;
e. Belanja Pemeiiharaan Aset Tetap Lainnya ;

(2) Belanja Pemeiiharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat tl) huruf a
direncanakan sebesar Rp 557.840.000,- {Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan
Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

(3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakau sebesar Rp 8.785.944.122,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus
Delapan Puluh Lima Juta Sembiian Ratus Bmpat Puluh Empat Ribu Seratus Dua
Puluh Dua Rupiah);

{ai Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan setragaimana dimaksud pada ayat i1}
huruf c direncanakan sebesar Rp 43.27A.835.385,- (Empat Puluh Tiga Miliar Dua
Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan
Puluh Lima Rupiah);

(5) Belanja Pemeliharaari Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.299.781.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus
Sembilan Puluh Sembiian Juta Tujuh Ratus Delapan Puiuh Satu Ribu Rupiah);

(6) Belanja Pemeiiharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puiuh Juta Rupiah);

Pasal 43...
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Pasal 43

Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp 36.976.182.999,- {Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus
Tujuh Puluh Enam Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan
Puluh Semhilan Rupiah) merupakan Belanja Perjaiaaan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 44

(1) Beianja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketigalpihak
Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf e direncanakan sebesar
Rp 2.533.905.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembiian Ratus
Lima Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;

(2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak LainlMasyarakat
sehagaimana dimaksud pada ayat {li huruf a direncanakan sebesar np abZ.S0O.O0O,-
(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

(3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak ketigalpihak Lain/Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b direncanakan sebesar
Rp.2.211.405.000,- (Dua Uiliar Dua- Ratus Sebelas Juta Empar Ratus Lima Ribu
Rupiah);

Pasal 45

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp.53 774.722.876,00 (Lima truluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh puluh
trmpat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh puluh Enam
Rupiah) yang terdiri dari :

a' Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia;

b. Belanja Hibah Dana BOS;
c. Beianja Hibah Bantuan Keuangan kepada partai politik;

(2) Belary'a Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan
Hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a direncanaka.r sebesar
Rp.500.000.000,- {Lima Ratus Juta Rupiah);

(3) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 52.315.800.000,- (Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Belas Juta
Delapan Ratus Ribu Rupiah);

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Poiitik sebagaimala dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 958.922.876,- {Sembilan Ratus Lima puluh
Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Detrapan Ratus Tujuh puluh
Enam Rupiah);

Pasal 46

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dirnaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp i .732.9OA.000,0O (Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua
Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
b. Belanja Bantuan Sosia-1 kepada Keluarga;
c. Belanja Bantuan Sosial kepada Keiompok Masyarakat;

(2) Beianja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
Cirencanakan sebesar Rp 9a5.000.000,- {Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta
Rupiah);

{3) Belanja Bantuan...



23

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat{1} huruf
b direncalakan sebesar Rp 687.900.000,- (Enam Ratus Delapan puluh Tujuh Juta
Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

(a) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- {seratus Juta Rupiah};

Pasal 47

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf b
direncanakan sebesar Rp 133.300.758.206,- iseratus Tiga puluh Tiga Miliar Tiga
Ratus Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) yang
terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah;
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
c. Belanja Modai Gedung dan Bangunar];
d. Belanja Modai Jalan, Jaringan, dan irigasi;
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;

(2) Beianja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah);

(3) Belanja Moda] Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada
clirencanakan sebesar Rp 3L.937.416.133,- iriga puluh Satu Miliar
Tiga Puluh rujuh Juta Empat Ratus Enam Beias Ribu seratus
Rupiah);

ayat {1J huruf b
Sembilan Ratus

Tiga Puluh Tiga

(a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 22.561.621.418,- (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Enam
Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Belas
Rupiah);

(5i Belanja Modai Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp 71.478.348.039,- {Tra'uh puluh Satu Miliar Empat
Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus trmpat Puluh Delapan Ribu Tiga puluh
Sembilan Rupiah);

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1i huruf e
direncanakan sebesar Rp 323.372.616,- {Tiga Ratus Dua Pulufr figa Juta'Tiga Ratus
Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Belas Rupiah);

Pasal 48

(1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4Z ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah Persil;
b. Belanja Moda,l Lapangan;

(2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a
ciirencanakan sebesar Rp 3.800.000.000,- {Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah);

(3) Belanja Modai Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 3.200.000.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);

Pasal 49

(1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal aT ayat {tl
huruf b direncanakan sebesar Rp 3 1.937 .416.133,- {Tiga Puluh Satu Miliar Semtriian
Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga
Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Modal Alat Besar;
b. Belanja Modal Alat Angkutan;
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

d. Belanja Modal...
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d. Beianja Modal Alat Pertanian;
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
f" Belanja Modai Alat Studio, Komunikasi, dan pemancar;
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatal;
h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
i. Belanja Modal Komputer;
j. Beianja Modal Alat Ekspiorasi;
k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
1. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
n. Belanja Modal Peralatan Olahraga;

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp 1.869.386.550,- (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta
Tiga Ratus Deiapan Puiuh Bnam Ribu Lima Ratus Lima Puluh rupiah);

{3} Belanja Moda-l Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
direncanakan sebesar Rp 7.095.582.000,- {Tujuh Miliar Sembilan Puluh Lima Juta
Lima Ratus Delapan Puiuh Dua Ribu Rupiah);

(4) Belanja Modai Aiat Bengkel dan Aiat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf
c direncanakan sebesar Rp 900.270.900,- (Sembilan Ratus Juta l)ua Ratus Tujuh
Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah);

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf d
direncanakan sebesar Rp 2aB.l42.060,- (Dua Ratus);

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 1 .237.82A.886,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Priluh
Tujuh Juta Deiapan Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puiuh Enam
Rupiah);

(7) Beianja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 35O.O00.0O0,- iTiga Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah);

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp 5.822.806.8 L7,- {Lima Miliar Delapan Ratus Dua
Puluh DuaJuta Delapan Ratus Bnam Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah);

(9) Belanja Ivlodal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp 25.217.99O,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Belas
Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah);

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat i1) huruf i direncanakan
sebesar Rp 13.550.383.512,- (Tiga Beias Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga
Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah);

{11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

(12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp 146.911.070,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan
Ratus Sebelas Ribu Tujuh Puiuh rupiah);

(13) Belanja Modai Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
I direncanakan sebesar Rp 4i5.875.000,- (Empat Ratus Lima Belas Juta Delapan
ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

( i4) Beianja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} huruf m
direncanakan sebesar Rp 150.410.000,- (Seratus Lima Puluh Juta trmpat Ratus
Sepuluh Ribu Rupiah);

(15) Belanja Modal Peralatan Oiahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf n
direncanakan sebesar Rp 24.609.348,- (Dua Puluh Empat Juta Enarn Ratus Sembilan
Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah);

Pasai 50...
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pasal 50

{1} Belanja Modal Atat Besar sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1} huruf adirencanakan sebesar Rp l.goq]sso.#0,: (satu Mili; n"r"pr' Ratus Enam puruh

ff#i#,*TlJi"a 
Ratus Delapan puluh Enam Ribu Lima Ralus Lima puiuh Rupiah)

a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
b Belanja Modal Alat Bantu;

(2) Belanja Modal Alat Besar^?gry,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp 1.800.0o0.000,1-1satu rwilar neiapan Ratusiut*'Rupi"t 
1;{3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana iimaiusuo pada ayat (1) huruf b direncanakansebesar Rp 69'386'550,- (Enam Puluh sembiian .ruta'iiga Ratus Delapan puluhEnam Ribu Lima Ratus Lima puluh Bupiafri;

pasal S1

(1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 4g ayat(1) huruf LrdirencantkT sebesar Rp 7-095.sg1.000,- (Tujuh Miliar sembilan puluh Lima JutaLima Ratus Delapan puluh Dua Ribu nupiarrl yLng terdiri J.ri :a. Belanja yo9"1 Alat Angkutan Darat Bermotor;
.^ 9 Beianja y?d"t Atat Angkutan Darat Tak Bermotor;
(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana. dimaksud pada ayat {1)huruf a direncanakan sLbesar Rp 6.330.582.000,- (Eiam nniiiff Tiga Ratus Tiga puluhJuta Lima Ratus Delapan puluh Dua Ribu Rupiahi;
(3) Belanla Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor seiragaimana dimaksud pada ayat{1} huruf b direncanakan sebesar np z65.o00.000,- (Tuju Ratus Enam puiuh LimaJuta Rupiah);

Pasal 52

(i) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud parla pasal 49ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp*1 .%7.{20.8g6,- {satu Miliar Dua RatusTiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus nua puluh Ribu Delapan Ratus Delapan puluh
Enam Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Modal Alat Kantor;

^ ! Belanja Modal Alat Rurnah Tangga;
(2) Beianja Modal Alat Kantor seuagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf adirencanakan sebesar Rp 10.793.604,- (sepuluh Juta rujirrr Ratus sembilan puluh

Tiga Ribu Enam Ratus Empat Rupiah);
(3) Belanja Moda1 Alat Rumah flnssa iebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf bdirencanakan sebesar Rp 1 .zzz.olr.2B2,l (satu Miliar Dua Ratus Dua puuh rujuhJuta Dua puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan puluh Dua Rupiah);

Pasal 53

(1) Belanja Moda'l Alat Str-rdio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud padaPasal 49 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 3a0.0oo.boo,- (Tiga Ratus EmpatPuluh Juta Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Modal Alat Studio.
b. Behnja Modal peralatan d.*r.r.*r;

{2} Belanja Madal Alat studio seLragaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a direncanakan
_ sebesar Rp 1ao.o00.000,- {seraius Empat puluh;uta n"pi"rr);

i3) Belanja Modal Peralatan Pem,ancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdirencanakan sebesar Rp 200.000.000,- (o*, Ratus Juta Rupiah);

Pasai 54...



.\A
./.w

pasai 54

{1) Belanja Modal AIat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 49ayat (1) huruf g direncanakan sebesar np 5.!z-2.806.8 lz,- {Lima Miliar Delapan RatusDua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Ribu Delapan irutr" Tujuh Belas Rupiah)yang terdiri dari :

a Belanja Modal Alat Kedokteran;
! Belanja Modal Alat Kesehatan Umum;

(2) Belanja Modal Alat Kedokte,ran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp 5.6_2.1.806.8 ti,- ltima Miliar Bnam Ratus Dua puiuh DuaJuta Delapan Ratus Enam tb, Delapan Ratus Tujuh Belas Ratus Empat puluh
Enam Juta ?y" Ratus Empat puluh Ribu Tiga Belas Rupiah);

(3) Belanja Modal Alat Kesetritan_lmum sebalaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdirencarakan sebesar Rp 190.000.000,- [seLtus sembilan puluh Juta Rupiah);

pasal SS

{1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayatil} hurufh direncanakan sebesar Rp. 25-2-1r.g1go,- {Dua puluh Lima Juta Dua Ratus TujuhBelas Ribu Sembilan Ratus Sembiian Puiuh'Rupiah) yang terdiri dari :a. Beianja Modal Unit Alat Laboratorium;
.^. ! Belanja Modal Alat peraga praktek Sekolalr;
(2) Belanja Modal unit Alat Laborato1ym sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp 4.010.890,- @nipat Juta sepuiuh Ribu nelapan RatusSembilan puluh Rupiah);
(3) Belanja Moda-l Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b direncanakan sebesar Rp 21,.207.100,- (nua puluh satu Juta Dua RatusTujuh Ribu Seratus Rupiah);

Pasal 56

{1} Belanja Modal Komputer sebagaimaria dimaksud pada ayat (1} huruf i direncanakal
sebesar Rp 13'550.383.512,- (Tiga Belas Miliar i;*a nLtus Lima puluh Juta TigaRatus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Belas Rupiah) yang terdiri dari :a. Belanja Modatr Komputer Unit;
b. Belanja Modal peralatan Komputer;

(2) Belanja Modat Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp 13.072.986.512,- (Tiga Belas Mili; Tujutr puluh Dua JutaSembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Llma Ratus Dua Belas Rupiah);
(3) Beianja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat'(1) huruf bdirencanakan sebesar Rp 477.3.q7.000,- (Empat Ratus Tujuh puluh Tujuh Juta TigaRatus Semtrilan puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Pasa} 57

{1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada pasai ag ayat (l)huruf k direncanakan sebesar Rp 146.9 7t.O7O,- (seratus Empat puluh Enam Juta
Sembilan Ratus sebelas Ribu Tujuh puluh Rupiah) yang terdiri dari :a. Belary'a Modal Alat pelindung;
b. Belanja Modal Alat SAR;

(2i Belanja Modal Alat pelindung seiragaimana dimaksud pada ayat
direncanakan sebesar Rp 6.911070,-- (Enam Juta sembiian Ratus
Tujuh Puluh Rupiah);

(3) Belanja Moda-l Alat sAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
sebesar Rp 1a0.000.000,- (seratus Empat puluh iuta Rupiahi;

(1) huruf a
Sebeias Ribu

direncanakan

Pasal 58...
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Pasa,l 58

{li Beianja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal ar ayat {l!huruf c direncanakan sebesar Rp 22.56 1.62L 41B,- (Dua puluh Dua Miliar LimaRatus Enam Puluh satu Juta Enam Ratus Dua puluh satu Ribu Empat RatusDelapan Belas Rupiah) yang terdiri dari :a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
._ b. Belanja Modai Tugu Titik Kontrofpasti;
(2) Belanja Modal Bangunan 9"$lq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp 21.961 .azt.+i5,- lnua puluh satu Miliar sembilan RatusEnam Puluh satu Juta Enam Ratus Dua Puluh satu Ribu Empat Ratus DelapanBelas Rupiah);
(3) Belania Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdirencanakan sebesar Rp 60o.o00.000,- {Enam Ratus Juta Rupiah);

Pasal 59

(1) Betanja Modal Jalan, Jaringan_, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada pasai 4T ayat(1) huruf d direncanakan sebesar np z 1.47s.348.039,- (iujuh puluh Satu MiliarEmpat Ratus Tujuh Puluh Delapal .luta Tiga Ratus nmpai puluh Delapan Ribu TigaPuluh Sembilan Rupiahi yang terdiri dari :a Belanja Modai Jalan dan Jembatan;
b. Belanja Modal Bangunan Air;

(2) Belanja Modai Jalan dan Jemlatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp a7.234.468.610, lnmpat puluh Tujuh Miliar Dua RatusTiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus EnamBelas Rupiah);
{3} Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf bdirencanakan- sebesar Rp 24.243.8rg.+2e,- (Dua puiuh dmpat Miliar Dua RatusEmpat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan ninu Empat Ratus DuaPuluh Tiga Rupiah);

Pasal 6O

{1) Belanja Modal Jalan dan Jembirtan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat {1}huruf a direncanakan sebesar Rp 47.23+.+OA.A16,- (Empat puluh Tujuh Miliar Dua
Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan nibu Enam RatusEnam Belas Rupiah) yang terdiri dari :

a" Belanja Modal Jaian;
b. Belanja Modal Jembatan;

(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp. 38.015.133.161,- (Tiga Puluh oelapan n{lUar'l,ima Belas Juta Seratus
Tiga Puiuh riga Ribu seratus Enam puluh satu Rupiah);

(3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada'ayar (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp 9.219.335.455,- (Sembilan Miliar Dua Ratus Sembilan Beias Juta Tiga
Ratus Tiga Puluh Lima Ribu trmpat Ratus Lima puluh Lima RupiahJ;

Pasal 61

(1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1) huruf bdirencanakan sebesar Rp 24.243.879.423,- (Dua Puiuh Empat Miliar Dua Ratus
Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembiian niU., Empat Ratus Dua
Puluh Tiga Rupiah) yang terdiri dari:
a. Belanja Modal Bangunan Air lrigasi;
b. Beianja Modat Bangunan Air Bersih/Air Baku;
c. Belanja Modal Bangunan Air Kotor;

(2) Belanja Modal...
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(2) Belanja Modal Bangunan Air lrigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 14.777.244.22q,- (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh
Sembilan Rupiah);

(3) Belanja Modal Bangunan Air BersihlAir Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 2.494.999.999,- (Dua Miliar trmpat Raius Sembilan
Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus
Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);

(a) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 6.971.635.195,- (Enarn Miliar Sembilan Ratus Tujuh puluh
Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

Pasal 62

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal a7 ayat (tj
huruf e direncanakan sebesar Rp 323.372.616,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga
Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Bnam Ratus Enam Belas Rupiahi yang terdiri dari :

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
b. Belanja Modal Barang Bercorak KesenianlKebudayaan/Olahraga;

{2i Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a
direncanakan sebesar Rp 227.475.000,- (Dua Ratus Dua Putruh Tujuh Juta Bmpat
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf b direncanakan sebesar Rp 95.897.6L6,- (sembilan
Puiuh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Belas
Rupiah);

Pasal 63

(i) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana
dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 95.897.616,-
(Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus
Bnam Belas Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian;
b. Beianja Modal Tanda Penghargaan;

{2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebagaimana dimaksud pada ayat (i} huruf
a direncanakan sebesar Rp 22.1A0.928,- (Dua Puluh Dua Juta Seratus Ribu Sembilan
Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah);

{3} Belanja Modal Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf b
direncanakan sebesar Rp 73.796.688,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan
Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah);

Pasal 64

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c
direncanakan sebesar Rp 2.OOO.000.000,- (Dua Miliar Rupiah);

Pasal 65

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud da]am Pasai 30 huruf d
direncanakan sebesar Rp 279.747.120.575,- (Dua Ratus Tujuh Fuluh Sembilan Miliar
Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh
Puiuh Lima Rupiah) yang terdiri dari :

a. Belanja Bagi...
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a. Belanja Bagi Hasil;
b. Belanja Bantuan Keuangan;

t2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp.5.231.412.775,- (Lima Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat
Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh puluh Lima Rupiah);

{3i Belanja Bantuan Keuangan sebagalmana dimaksud pada ayat {1i huruf b
direncanakan sebesar Rp 27a.515.707.800,- iDua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar
Lima Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Pasal 66

(1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 274.515.707,800,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar
Lima Ratus Lirna Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapal Ratus Rupiah) yang
terdiri dari :

a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah KabupatenlKota;
b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;

(2) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat ii) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.246.200.000, (Empat Miliar Dua
Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

[3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakal sebesar
Rp.27O.269.507.800,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Miliar Dua Ratus Enam Puluh
Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Deiapan Ratus Rupiah);

Pasal 67

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Uraian lebih tanjut anggaran
pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
terdiri dari:
1. Lampiran i Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok, Jenis, objek, Rincian objek pendapatan, Belanja, dan

2. Larnpiran II
Pembiayaan;
Penjabaran APBD Menurut urusan pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Keiompok, Jenis,
On3-ek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
Daftar Nama Penerima, Alamat penerima, clan Besaran Hinarr;
Daftar Nama Penerima, Alamat penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial;
Daftar Nama Penerima, Alamat penerima, dan Besara"n Bantuan
Keualgan bersifat umum dan bersifat khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat penerima, dan Besaran belanja
bagi hasil;
Rincian Dana otonomi Khusus Menurut urusan pemerintahan
Daerah, organisasi, program, Kegiatan, sub Kegiatan, Kerompok,
Jenis, objek, dan Rincian objek pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan pertambangan
Gas ALarr'/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi") Menu"rut
Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, Kegiatan, sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, objek, dan Rincian ou.let< plndapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

J.

4.
Lampiran III
Lampiran iV

5. Lampiran V

6. Lampiran Vi

7. Lampiran VII

B.

9. Lampiran IX...
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g. Lampiran iX Rincian llana Tarnbahan infrastuktur Menurut Urusen
Pemerintahan llaerah, Organisasi, Pr*gra:r:, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Keiompok, J*nis, objek, dan Rinciar: sb.jek penrtrapatan,
ffielanja dan Pembiayaan;

10" Lampiran X Sinkr*nisasi Hebijeiqan Pemerintah Prcvinsi,lKabupatenlKota pada
Daerah Ferbatasan Dalarn Perda lentang ApBa dan F*rkada
tentfins Perljalrarar: APBD dengan Pr*grarn Pri*r:itr:s P*rbs.t;lsan:
N*gara;

trasai 68

L*rnpiran sei:agairnana tersehut elslarn Pasal 67 rnerupakan bagian yal1g tid*k
t*rpisr"hkan clari Peraturru":. [*upati ini.

Fnsai **

Prtrsksanaan per:ja.baran "&PBIJ yang dit*tapkan dalar:: per*.turan ini dituangkan lehih
lanjut da-ian: rlokur:r*n pelaksanaan angg*riln satuan l*crja pera:rgkat daerah sesr.lai
den gan k*t*ntuan per*^ndang-urrda,n gan.

tsasa] 7$

Peraturan Bup*,ti ini :nulai berlakx pada ianggal riiund*:rgkar:.

Agrr setiap rrrang rnengetahuinya, memerintahkan pengundfi$Sa* Prraturan Bupati ir:i
d*ngan penempetsnnya daiarn Eerit;l D*.*rah Kabupat*n liaro.

2*21

Diu nrianglqan di Kabanjahe
paela tanggal tQ Januar:i 2*21

KABUPATEN KARfi,

Ditetaplcan di Kai"ranjnhe
lf Januari

$EKRETA

BERI:TA MAER,&H KABUP&TEN }ffiRO TAHUN ?{i21 NOM{}R SI


